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MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN 

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH 

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH 

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH 

 

Peraturan Daerah KotaYogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 

Tentang Pengelolaan Sampah 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA YOGYAKARTA, WALIKOTA YOGYAKARTA, WALIKOTA YOGYAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung 

jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah serta 

peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga 

pengelolaan sampah dapat berjalan secara 

proporsional, efektif dan efisien; 

b. bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang 

bersih dan berbudaya kebersihan, maka perlu 

didukung dengan paradigma tingkah laku dari setiap 

pihak baik perseorangan maupun institusi yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya; 

c. bahwa Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2002 

Tentang Pengelolaan Kebersihan sebagian substansi 

yang terkait dengan pengelolaan sampah sudah tidak 

relevan dengan kondisi saat ini, segingga Peraturan 

Daerah tersubut perlu disempurnakan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c diatas, 

maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Sampah; 

Menimbang : 

 

a. bahwa pengelolaan sampah menjadi 

tanggungjawab Pemerintah Daerah dan seluruh 

masyarakat yang perlu dilakukan secara terpadu 

dan efisien dari hulu ke hilir;  

b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan sampah 

menjadi lebih optimal, maka materi mengenai 

insentif dan disinsentif, pemilahan sampah serta 

pembinaan dan pengawasan serta perlu 

disempurnakan;  

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Sampah Spesifik, maka Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah perlu disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah; 

 

Menimbang : 

 

a. bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung 

jawab Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat 

yang perlu dilakukan secara terpadu dan efisien 

dari hulu ke hilir;  

b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan sampah 

menjadi lebih optimal, perlu dilakukan kerja sama, 

kemitraan, atau penugasan dalam pengelolaan 

sampah di Kota Yogyakarta;  

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan 

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah tidak sesuai lagi 

dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Mengingat : 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Mengingat : 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
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Peraturan Daerah KotaYogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 

Tentang Pengelolaan Sampah 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

 

Lingkungan Provinsi JawaTimur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 

Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 859); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4851); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 Tentang 

Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah 

Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D); 

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 

2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 

Nomor 21); 

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1Tahun 

2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 

Nomor 1); 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 859);  

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4851);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5347); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6522);  

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 

Nomor 10); 

 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang 

Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 7058);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5347);  

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 

Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah 

Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 15); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA YOGYAKARTA 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA YOGYAKARTA 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA YOGYAKARTA 

dan 
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Peraturan Daerah KotaYogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 

Tentang Pengelolaan Sampah 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

 

WALIKOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA 

 

WALIKOTA YOGYAKARTA 

MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH 

Menetapkan : 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA 

YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. 

 

Menetapkan : 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 

TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN 

SAMPAH. 

 Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota 

Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota 

Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta 

Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 15), diubah sebagai berikut: 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Tetap 

 

Tetap 

 

 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam 

yang berbentuk padat. 

2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, 

dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 

3. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 

4. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/akibat proses alam yang 

menghasilkan timbulan sampah. 

5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan 

sampah. 

6. Tempat penampungan sementara, atau yang selanjutnya disebut TPS, 

adalah tampat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, 

pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu  

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses 

alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah 

tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.  

2. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari 

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar 

terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah 

spesifik.  

3. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang 

tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan 

permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.  

4. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, 

dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.  

5. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah. 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses 

alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah 

tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.  

2. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari 

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar 

terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah 

spesifik. 

3. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang 

tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan 

permukiman kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.  

4. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, 

dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.  

5. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah. 
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Peraturan Daerah KotaYogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 

Tentang Pengelolaan Sampah 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

 

7. Tempat pengolahan sampah terpadu, atau yang selanjutnya disebut 

TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, 

pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan 

pemrosesan akhir sampah.  

8. Tempat pemrosesan akhir, atau yang selanjutnya disebut TPA, adalah 

tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media 

lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 

9. Penanganan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan 

berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, 

pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah.  

10. Pengurangan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, 

dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, 

pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah. 

11. Pengelolaan Sampah Mandiri adalah Pengelolaan Sampah yang 

dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok 

di tingkat sumber. 

12. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan 

penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak 

benar.  

13. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang tekena 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah 

ditempat penampungan sementara (TPS) dan atau tempat pemrosesan 

akhir sampah.  

14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan 

hukum. 

15. Pelaku Usaha adalah orang yang melakukan usaha ekonomi produktif.  

16. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang dan jasa, 

baik berupa bahan baku maupun barang konsumsi.  

17. Satuan Keja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani 

pengelolaan sampah.  

18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

19. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

20. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 

6. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang 

menghasilkan timbulan sampah. 

7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan 

dan penanganan sampah. 

8. Pengurangan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan 

timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan 

kembali sampah.  

9. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir 

sampah.  

10. Pengelola Sampah adalah orang atau badan usaha yang 

melakukan pengelolaan sampah.  

11. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS 

adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran 

ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.  

12. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, 

recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat 

dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan 

ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.  

13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat 

TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, 

pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan 

pemrosesan akhir sampah.  

14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA 

adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke 

media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.  

15. Pengelolaan Sampah Mandiri adalah Pengelolaan Sampah yang 

dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun 

berkelompok di tingkat sumber.  

16. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan 

dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang 

tidak benar.  

17. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang 

terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan 

penanganan sampah di tempat penampungan sementara dan atau 

tempat pemrosesan akhir sampah.  

6. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau pelaku usaha 

yang menghasilkan timbulan sampah. 

7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan 

dan penanganan sampah. 

8. Pengurangan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan 

timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan 

kembali sampah.  

9. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir 

sampah.  

10. Pengelola Sampah adalah orang atau badan usaha yang 

melakukan Pengelolaan Sampah.  

11. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat 

TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat 

pendauran ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pengolahan 

Sampah terpadu.  

12. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, 

recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat 

dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan 

ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.  

13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat 

TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, 

pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan 

pemrosesan akhir sampah. 

14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA 

adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke 

media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.  

15. Pengelolaan Sampah Mandiri adalah Pengelolaan Sampah yang 

dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun 

berkelompok di tingkat sumber.  

16. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan, 

dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah 

yang tidak benar.  

17. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang 

terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan 

penanganan sampah di tempat penampungan sementara dan atau 

tempat pemrosesan akhir sampah.  
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21. Pemerintah Daerah adalah walikota beserta Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

22. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 

 

18. Insentif adalah sarana memotivasi yang diberikan sebagai 

pendorong timbulnya semangat yang besar untuk meningkatkan 

upaya pengelolaan sampah. 

19. Disinsentif adalah tidak mendapatkan insentif, fungsinya sebagai 

perangkat untuk mencegah, membatasi terjadinya pelanggaran, 

atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan upaya 

pengelolaan sampah.  

20. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang. 

21. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum 

maupun tidak berbentuk badan hukum. 

22. Lembaga adalah badan organisasi yang tujuannya melakukan 

penyelidikan keilmuan atau melakukan kegiatan. 

23. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang dan 

jasa, baik berupa bahan baku maupun barang konsumsi. 

24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang pengelolaan sampah.  

25. Masyarakat adalah masyarakat Kota Yogyakarta. 

26. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 

27. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

28. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 

 

 

18. Insentif adalah sarana memotivasi yang diberikan sebagai 

pendorong timbulnya semangat yang besar untuk meningkatkan 

upaya Pengelolaan Sampah.  

19. Disinsentif adalah tidak mendapat insentif, fungsinya sebagai 

perangkat untuk mencegah, membatasi terjadinya pelanggaran 

atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan upaya 

Pengelolaan Sampah.  

20. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang. 

21. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum 

maupun tidak berbentuk badan hukum. 

22. Lembaga adalah badan organisasi yang tujuannya melakukan 

penyelidikan keilmuan atau melakukan kegiatan. 

23. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang dan 

jasa, baik berupa bahan baku maupun barang konsumsi. 

24. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan 

daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara 

daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang 

didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan 

publik serta saling menguntungkan.  

25. Biaya Layanan Pengolahan Sampah adalah belanja yang 

dikeluarkan dari anggaran belanja daerah kepada pengelola 

sampah, berdasarkan volume yang dikelola per ton dan 

merupakan kompensasai atas jasa pengolahan sampah di lokasi 

tertentu yang ditetapkan, di luar biaya pengumpulan, 

pengangkutan, dan pemrosesan akhir.  

26. Masyarakat adalah masyarakat Kota Yogyakarta. 

27. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang Pengelolaan Sampah.  

28. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom.  

29. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta. 

30. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

 

Tetap Tetap 
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Pasal 2 

 

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas: 

a. sampah rumah tangga; 

b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan  

c. sampah spesifik. 

 

Tetap Tetap 

Pasal 3 

 

(1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 

berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk 

tinja dan sampah spesifik.  

(2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 hurud b berasal dari: 

a. kawasan komersial;  

b. kawasan industri; 

c. kawasan khusus; 

d. fasilitas sosial; 

e. fasilitas umum, dan/atau 

f. fasilitas lainnya  

(3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 

meliputi: 

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; 

b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; 

c. sampah yang timbul akibat bencana;  

d. puing bongkaran bangunan; 

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau  

f. sampah yang timbul secara tidak periodik.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Tetap Tetap 

BAB III 

ASAS DAN TUJUAN 

 

 

Tetap Tetap 
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Pasal 4 

 

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:  

a. tanggung jawab, 

b. berkelanjutan,  

c. manfaat, 

d. keadilan,  

e. kesadaran,  

f. kebersamaan, 

g. keselamatan,  

h. keamanan, 

i. kearifan lokal, 

j. ekoregion, 

k. partisipatif, dan 

l. nilai ekonomi. 

 

Tetap Tetap 

Pasal 5 

 

Pengelolaan sampah bertujuan untuk: 

a. membudidayakan kebersihan dan keindahan di seluruh wilayah Kota 

Yogyakarta;  

b. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan; 

c. menjadikan sampah sebagai sumber daya; 

d. memberikan nilai tambah untuk kegiatan ekonomi produktif, kreatif 

dan mandiri berorientasi pasar; 

e. memberdayakan masyarakat untuk pengelolaan sampah mandiri; 

f. memberikan daya tarik wisata di daerah; dan 

g. mengurangi kuantitas sampah dan dampak yang ditimbulkan oleh 

sampah. 

 

Tetap 

 

Tetap 

BAB IV 

TANGGUNG JAWAB 

Tetap Tetap 

Pasal 6 

 

Setiap orang bertanggung jawab untuk membudayakan hidup bersih dan 

sehat secara terus-menerus demi keserasian dan keindahan lingkungan.  

Tetap Tetap 
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Pasal 7 

 

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha memiliki tanggung 

jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari. 

 

Tetap Tetap 

BAB V 

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH 

Tetap Tetap 

Bagian Kesatu 

Tugas Pemerintah Daerah  

Tetap Tetap 

Pasal 8 

 

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan 

sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. 

 

Tetap Tetap 

Pasal 9 

 

Tugas Pemerintah Daerah adalah: 

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam pengelolaan sampah; 

b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan 

penanganan sampah; 

c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya 

pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;  

d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan 

prasarana dan sarana pengelolaan sampah; 

e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil 

pengolahan sampah; 

f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang 

pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; 

dan 

g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan 

pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. 

 

Tetap Tetap 

Bagian Kedua 

Wewenang Pemerintah Daerah 

Tetap Tetap 
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  2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 10 

 

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah 

mempunyai kewenangan:  

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 

berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; 

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai 

dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah; 

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan 

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; 

d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat 

pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir 

sampah; 

e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 

(enam) bulan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan 

sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan  

f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat 

pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan 

Walikota. 

(3) Penetapan lokasi TPS/TPST dan tempat pemrosesan akhir sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan 

rencana tata ruang wilayah setempat dengan memperhatikan 

kepentingan umum dan aspirasi masyarakat. 

 

Tetap Pasal 10 

 

(1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah 

Daerah mempunyai kewenangan: 

a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah 

berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; 

b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala daerah sesuai 

dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah;  

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan 

Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;  

d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat 

pengolahan terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir 

sampah; 

e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 

(enam) bulan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah 

dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;  

f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat 

Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya; dan 

g. membentuk kelembagaan pengelola sampah sesuai 

kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan 

kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur 

dengan Peraturan Wali Kota.  

(3) Penetapan lokasi TPS/TPST dan tempat pemrosesan akhir 

sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan 

dengan rencana tata ruang wilayah setempat dengan 

memperhatikan kepentingan umum dan aspirasi masyarakat. 

 

BAB VI 

PENGELOLAAN SAMPAH 

Tetap Tetap 

Baguan Kesatu 

Perencanaan  

 

 

 

Tetap Tetap 
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Pasal 11 

 

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan 

sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja 

tahunan SKPD. 

(2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:  

a. target pengurangan sampah; 

b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan 

penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan 

TPA; 

c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi 

masyarakat; 

d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh 

Pemerinta Daerah dan masyarakat; dan 

e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah 

lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, 

mendaur ulang, dan penanganan akhir. 

 

Tetap Tetap 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan 

Tetap Tetap 

Pasal 12 

 

(1) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga dilaksanakan dengan: 

a. pengurangan sampah; dan 

b. penanganan sampah. 

(2) Pengelolaan sampah spesifik dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

Tetap Tetap 

Pasal 13 

 

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 

12 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:  

a. pembatasan timbulan sampah; 

b. pendauran ulang sampah; dan/atau 

c. pemanfaatan kembali sampah.  

Tetap Tetap 
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(2) Setiap orang dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah 

sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat dapat di daur ulang dan 

atau mudah diurai oleh proses alam. 

(3) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dengan: 

a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam 

jangka waktu tertentu; 

b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; 

c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;  

d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; 

e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang; dan 

f. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan 

sampah mandiri. 

 

 2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 14 

 

(1) Pemerintah Daerah memberikan: 

a. insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan 

pengurangan sampah; 

b. disinsentif kepada masyarakat dan pelaku usaha yang tidak 

melakukan pengurangan sampah. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan 

dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian 

insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Walikota.  

 

Pasal 14 

 

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan:  

a. Insentif; atau 

b. Disinsentif.  

(2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada:  

a. Orang; dan/atau 

b. Badan Usaha. 

 

Tetap 

 3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 

14A, 14B, 14C sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 Pasal 14A 

 

(1) Insentif kepada Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (2) huruf a diberikan untuk: 

a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau 

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan. 

Tetap 
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(2) Insentif kepada Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa:  

a. pemberian subsidi; dan/atau 

b. pemberian penghargaan.  

(3) Insentif kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (2) huruf b diberikan untuk:  

a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;  

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; 

c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau 

d. tertib penanganan Sampah.  

(4) Insentif kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dapat berupa:  

a. pemberian subsidi; 

b. pemberian penghargaan; dan/atau 

c. pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.  

(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) 

ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan 

Daerah. 

 

 Pasal 14B 

 

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf 

b diberikan apabila penerima insentif tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) dan ayat (3).  

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. penghentian subsidi; 

b. penghentian pengurangan retribusi daerah; dan/atau 

c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa. 

 

Tetap 

 Pasal 14C 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian 

Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai 

dengan Pasal 14B diatur dengan Peraturan Walikota. 

 

 

 

Tetap 
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Pasal 15 

 

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 

ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:  

a. pemilahan; 

b. pengumpulan; 

c. pengangkutan; 

d. pengolahan; dan  

e. pemrosesan akhir sampah. 

 

Tetap Tetap 

 4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 16 

 

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan 

melalui pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, 

jumlah dan/atau sifat sampah. 

(2) Pemilahan sampah yang dihasilkan oleh orang merupakan tanggung 

jawab orang yang bersangkutan.  

 

Pasal 16 

 

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 

a dilakukan oleh: 

a. setiap Orang pada sumbernya; 

b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 

kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas 

lainnya; dan 

c. Pemerintah Daerah. 

(2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 

5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas: 

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun 

serta limbah bahan berbahaya dan beracun;  

b. sampah yang mudah terurai;  

c. sampah yang dapat digunakan kembali;  

d. sampah yang dapat didaur ulang; dan  

e. sampah lainnya.  

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan 

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melakukan 

pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah 

skala kawasan.   

(4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.  

(5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

(4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:  

Tetap 
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a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 

b. diberi label atau tanda; dan 

c. bahan, bentuk, dan warna wadah.  

(6) Sampah hasil pemilahan dapat ditampung oleh: 

a. Orang: 

b. Badan Usaha: dan/atau 

c. Pemerintah Daerah.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan Sampah diatur dalam 

Peraturan Walikota. 

 

Pasal 17 

 

(1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b 

dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari 

sumber sampah ke TPS/TPST dengan tetap menjamin terpisahnya 

sampah sesuai dengan jenis sampah.  

(2) Pengumpulan sampah dapat dilakukan secara individu atau kelompok.  

 

Tetap Tetap 

Pasal 18 

 

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c 

dari ember sampah ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab penghasil 

sampah. 

(2) Pengangkutan sampah dari TPS/TPST menuju TPA menjadi tanggung 

jawab Pemerintah Daerah.  

(3) Pengangkutan dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber 

sampah dan/atau tempat penampungan sampah sementara atau dari 

tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan 

akhir. 

(4) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. 

(5) Pemerintah Daerah melaksanakan pengangkutan sampah sesuai 

dengan kemampuan Daearah.  

(6) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, 

kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.  

 

 

Tetap Tetap 
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Pasal 19 

 

(1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan 

dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.  

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.  

 

Tetap Tetap 

Pasal 20 

 

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e 

dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan 

sebelumnya ke media lingkungan secara aman.  

 

Tetap Tetap 

Pasal 21 

 

(1) Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.  

(2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman 

dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat dengan 

memperhatikan aspirasi masyarakat. 

 

Tetap Tetap 

Pasal 22 

 

(1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk 

menyediakan TPS/TPST sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

keuangan daerah.  

(2) Fasilitasi penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman 

dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

dengan rencana tata ruang wilayah setempat dengan memperhatikan 

aspirasi masyarakat. 

 

Tetap Tetap 
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Pasal 23 

 

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 dapat diubah menjadi 

TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.  

 

Tetap Tetap 

BAB VII 

PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI 

Tetap Tetap 

Pasal 24 

 

(1) Pemerintah daerah melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

(2) Masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam pengelolaan 

sampah manidiri di lingkungannya.  

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara fasilitasi, pembinaan, dan 

pengawasan pengelolaan sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. 

 

Tetap Tetap 

BAB VIII 

PERAN MASYARAKAT 

Tetap Tetap 

Pasal 25 

 

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.  

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: 

a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah 

Daearah; 

b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;  

c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa 

persampahan; 

(3) Setiap orang dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah 

menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang 

dan/atau mudah diurai oleh proses alam.  

(4) Setiap pemilik/penghuni/penanggungjawab bangunan bertanggung- 

jawab memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di 

sekitar pekarangan masing-masing. 

(5) Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap 

pemilik/penghuni/penanggungjawab bangunan menyediakan tempat-

Tetap Tetap 
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tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat 

penampungan sampah harian yang dihasilkan.  

 

BAB IX 

PERAN PELAKU USAHA 

Tetap Tetap 

Pasal 26 

 

(1) Pelaku usaha menggunakan bahan produksi yang menimbulkan 

sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang 

dan/ atau mudah diurai oleh proses alam. 

(2) Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang 

berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada 

kemasan dan/atau produknya. 

 

Tetap Tetap 

BAB X 

RETRIBUSI 

Tetap Tetap 

Pasal 27 

 

(1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan 

persampahan.  

(2) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke 

TPS/TPST; 

b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA; 

c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; 

d. biaya pengelolaan. 

(3) Pengaturan mengenai retribusi atas pelayanan persampahan diatur 

dengan Peraturan Daerah tersendiri. 

 

Tetap Tetap 

BAB XI 

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI 

Tetap Tetap 

Bagian Kesatu 

Pembiayaan 

Tetap Tetap 

  3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 28 

 

(1) Pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.  

(2) Masyarakat dan pelaku usaha dapat turut serta membiayai pengelolaan 

sampah mandiri.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan masyarakat dan dunia 

usaha dalam pembiayaan pengelolaan sampah mandiri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. 

  

Tetap Pasal 28 

 

(1) Pemerintah Daerah membiayai Pengelolaan Sampah sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah. 

(2) Pembiayaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau 

b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan serta membiayai 

Pengelolaan Sampah mandiri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat dan 

pelaku usaha dalam pembiayaan Pengelolaan Sampah mandiri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali 

Kota. 

 

Bagian Kedua 

Kompensasi 

Tetap Tetap 

Pasal 29 

 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada oarang 

sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan 

penanganan sampah di tempat penampungan sampah sementara dan 

TPA. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. relokasi; 

b. pemulihan lingkungan; 

c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau 

d. kompensasi dalam bentuk lain. 

(3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.  

 

Tetap Tetap 

BAB XII 

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN  

Tetap Tetap 

Bagian Kesatu 

Hak 

 

Tetap Tetap 
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Pasal 30 

 

Setiap orang berhak: 

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan 

berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu. 

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, 

dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.  

c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai 

penyelenggaraan pengelolaan sampah;  

d. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari 

kegiatan TPA sampah; dan   

e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah 

secara baik dan berwawasan lingkungan. 

f. menyelenggarakan dan/atau turut serta dalam penyelenggaraan 

pengelolaan sampah mandiri di lingkungannya, baik secara individu 

maupun kelompok.  

 

Tetap Tetap 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

Tetap Tetap 

Pasal 31 

 

(1) Setiap orang wajib mengelola sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan 

lingkungan.  

(2) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang 

diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. 

(3) Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan 

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya wajib 

menyediakan fasilitas pemilahan sampah. 

(4) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum yang 

mengakibatkan timbulan sampah bertanggung jawab untuk 

mengumpulkan sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian 

tersebut.  

 

 

 

 

Tetap Tetap 
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Pasal 32 

 

Setiap penanggung jawab dan pengguna kawasan dan fasilitas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) wajib menaruh sampah di 

tempat sampah yang telah disediakan sesuai dengan jenis sampahnya. 

 

Tetap Tetap 

Bagian Ketiga 

Larangan 

Tetap Tetap 

Pasal 33 

 

Setiap orang dilarang: 

a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah; 

b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; 

c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan; 

d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat 

pemrosesan akhir dan/atau; 

e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis 

pengelolaan sampah. 

f. membuang sampah tidak pada tempat sampah yang tersedia. 

 

 

Tetap Tetap 

BAB XIII 

PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH 

Tetap Tetap 

Pasal 34 

 

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah 

wajib memiliki izin dari Walikota.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha, persyaratan, prosedur 

dan tata cara perizinan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Walikota. 

 

Tetap Tetap 

  4. Judul Bab XIV diubah, sehingga BAB XIV berbunyi sebagai berikut: 

BAB XIV 

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN  

 

Tetap BAB XIV  

KERJA SAMA, KEMITRAAN, DAN PENUGASAN 
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Bagian Kesatu 

Kerja Sama Antar Daerah 

Tetap Tetap 

  5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 35 

 

(1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah 

daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.  

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan 

dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama 

pengelolaan sampah. 

(3) Kerja sama dan usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

 

Tetap Pasal 35 

 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah 

daerah dalam melakukan Pengelolaan Sampah.  

(2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha 

bersama Pengelolaan Sampah.  

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur Kerja Sama Daerah. 

Bagian Kedua 

Kemitraan  

Tetap Tetap 

  6. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 36 

 

(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan 

sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. 

(2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 

dalam bentuk:  

a. penarikan retribusi pelayanan persampahan; 

b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA serta sarana dan 

prasarana pendukungnya; 

c. pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA; 

d. pengelolaan TPA; 

e. pengelolaan produk olahan lainnya.  

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dan badan usaha yang 

bersangkutan. 

(4) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku 

Tetap Pasal 36 

 

(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan Usaha 

Pengelolaan Sampah dalam Pengelolaan Sampah. 

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur Kerja Sama Daerah. 
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  7. Setelah Bagian Kedua Bab XIV ditambahkan 1 (satu) bagian yakni 

Bagian Ketiga, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  Bagian Ketiga 

Penugasan 

  8. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 

36A dan Pasal 36B, sehingga Pasal 36A dan Pasal 36B berbunyi 

sebagai berikut: 

  Pasal 36A 

 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan 

Usaha Milik Daerah dalam Pengelolaan Sampah. 

(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji 

bersama oleh pemberi penugasan dan Badan Usaha Milik Daerah 

sebelum mendapatkan persetujuan dari Wali Kota atau rapat 

umum pemegang saham. 

(3) Ketentuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

  Pasal 36B 

 

(1) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, 

kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, atau 

penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A dapat 

dilakukan untuk Pengelolaan Sampah. 

(2) Dalam hal kerja sama, kemitraan, atau penugasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengolahan 

sampah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Biaya 

Layanan Pengolahan Sampah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Biaya Layanan 

Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Wali Kota. 

 

BAB XV  

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Tetap Tetap 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

Tetap Tetap 
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 5. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 37 

 

(1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah.  

(2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat.  

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama 

dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan. 

 

Pasal 37 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pengelolaan Sampah. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 

kepada Orang dan/atau Badan Usaha sebagai Pengelola Sampah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan 

Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam Peraturan Walikota. 

Tetap 

Bagian Kedua  

Pengawasan 

Tetap Tetap 

 6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 38 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh pengelola sampah 

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap 

pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh 

pemerintah daerah secara sendiri atau bersama-sama.  

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 

dilaporkan kepada Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sekali 

 

Pasal 38 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap 

Pengelolaan Sampah. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 

kepada Orang dan/atau Badan Usaha. 

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaporkan kepada Walikota paling lama 6 (enam) bulan sekali. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan 

Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam Peraturan Walikota. 

Tetap 

BAB XVI  

SANKSI ADMINISTRATIF 

Tetap Tetap 

Pasal 39 

 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan 

sanksi administrasi berupa: 

a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali. 

b. pencabutan izin. 

(2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.  

 

Tetap Tetap 
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BAB XVII 

PENYELESAIAN SENGKETA 

Tetap Tetap 

Pasal 40 

 

(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas: 

a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan 

b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.  

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui 

pengadilan.  

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.  

 

Tetap Tetap 

BAB XVIII 

KETENTUAN PIDANA 

Tetap Tetap 

Pasal 41 

 

(1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan terhadap Pasal 31 ayat 

(2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32, Pasal 33 diancam dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran.  

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam kas 

Daerah. 

 

Tetap Tetap 

BAB XIX  

PENYIDIKAN 

Tetap Tetap 

Pasal 42 

 

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.  

 

 

 

Tetap Tetap 
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Pasal 43 

 

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini, 

berwenang:  

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana; 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau 

badan sehubungan dengan tindak pidana; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 

lain berkenaan dengan tindak pidana; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 

pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta 

melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana;  

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 

memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 

sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini; 

h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan 

dengan tindak pidana;  

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik 

POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 

bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik 

POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, 

tersangka atau keluarganya; 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana, menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 

kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Tetap Tetap 
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BAB XX  

KETENTUAN PENUTUP 

Tetap Tetap 

Pasal 44 

 

Ketentuan yang mengatur mengenai sampah yang diatur dalam Peraturan 

Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

Tetap Tetap 

Pasal 45 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Yogyakarta. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Yogyakarta. 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Yogyakarta. 

Ditetapkan di Yogyakarta 

Pada tanggal 31 Juli 2012 

 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

HARYADI SUYUTI 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

Pada tanggal 5 Agustus 2022 

 

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

SUMADI 

Ditetapkan di Yogyakarta 

Pada tanggal 20 Desember 2024 

 

Pj. Wali Kota Yogyakarta, 

 

ttd. 

 

SUGENG PURWANTO 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 31 Juli 2012 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

TITIK SULASTRI 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 5 Agustus 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

AMAN YURIADIJAYA 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 20 Desember 2024 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

 

Ttd. 

 

AMAN YURIADIJAYA 

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 

NOMOR 10 

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 

NOMOR 1  

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 

NOMOR 9 
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Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan DIY/Adelstin Tamaroba & Ilmia Dewianalisna                                                                                                                                                                                  29 

 

Peraturan Daerah KotaYogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 

Tentang Pengelolaan Sampah 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 
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